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GUBERNURLAMPUNG
 

KEPUTUSAN GUBERNUR LAM:PUNG 
NOMOR; G/ '149 /II.04/HK/2014 

TENTANG
 

IZIN LINGKUNGAN RENCANA KEGIATAN PENAMBANGAN PASIR LAUT
 
DI KECAMATAN DENTE TELADAS KABUPATEN TULANG BAWANG
 

PROVINSI LAMPUNG OLEH PUSAT KOPERASI NELAYAN INDONESIA
 

GUBERNUR LAMPUNG, 

Menimbang a.	 bahwa rencana kegiatan Penambangan Pasir Laut di 
Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang 
Provinsi Lampung, merupakan rencana usaha dan/atau 
kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak 
Lingkungan Hidup (AMDAL); 

b.	 bahwa berdasarkan Rekomendasi Komisi PenilaiAMDAL 
Provinsi Lampung rencana kegiatan sebagaimana dimaksud 
pada hurnf a tersebut diatas dinyatakan layak dan perlu 
diterbitkan izin lingkungan; 

c.	 bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut 
diatas, Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Penambangan 
Pasir Laut di Kecamatan Dente Teladas Kabupaten 

. Tulangbawang Provinsi Lampung oleh Pusat Koperasi 
NeIayan Indonesia (PUSKONELI), perIu ditetapkan dengan 
Keputusan Gubernur. 

Mengingat 1.	 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi 
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; 

2.	 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008; 

3.	 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang; 

4.	 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Linglcungan Hidup; 

5.	 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota; 

6.	 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin 
Lingkungan; 

7.	 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 
Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis 
Mengenai Dampak Lingkungan Hidup; 
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c. Endapan bahan galian pasir laut di wilayah perairan laut 
sebelah timur Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan hasil 
studi eksplorasi merupakan material pasir laut yang 
terbentuk selain dari pasir yang merupakan hasil 
sedimentasi sungai Tulang Bawang juga berasal dari 
pelapukan permukaan bawah laut; 

d. Hasil pemboran pada studi eksplorasi dari Geometra Survei 
sebanyak 41 (empatpuluh satu) titik sampel, diketahui 
bahwa sebaran endapan pasir laut di daerah ini relatif 
merata dengan ketebalan antara 0,30 (enol koma tigapuluh) 
m sampai 6 (enam)m, ketebalan rata-rata 2,74 (dua koma 
tujuhpuluh empat) m. Penyebaran butir dari pantai ke arah 
laut terdiri dari halus sampai sedang; 

e. Produksi pasir urug direncanakan dengan target 
(lima puluh ribu) m 3 per hari ; 

50.000 

f. Kegiatan sosialisasi untuk menginformasikan adanya 
rencana kegiatan Penambangan Pasir Laut di Kecamatan 
Dente Teladas Kabupaten Tulangbawang Provinsi Lampung 
kepada pemerintah daerah, dinas-dinas yang terkait, serta 
masyarakat yang diprakirakan akan terkena dampak. 
Kegiatan sosialisasi dilakukan mulai dari tahap pra 
konstruksi, konstruksi maupun tahap operasi; 

g. Mengidentifikasi dampak potensial, yaitu memprakirakan 
semua dampak yang akan terjadi terhadap komponen 
lingkungan akibat rencana kegiatan; 

h. Mobilisasi tenaga kerja (tenaga kasar/pelaksana, menengah 
dan tenaga tinggi/ ahli) yang disesuaikan dengan keahlian 
dan kebutuhan; 

i. Berdasarkan cadangan terunjuk 21.854.240 [duapuluh satu 
juta delapan ratur limapuluh empat ribu duaratus 
empatpuluh) m3 dan rencana produksi 1.250.000 (satu juta 
duaratus limapuluh ribu ) m3 per bulan, maka diperkirakan 
umur tambang mencapai 18 (delapanbelas) bulan. 

J.	 Penambangan pasir laut di wilayah ini akan dilakukan 
dengan alat yang tidak merusak relief dasar laut yang ada 
yaitu dengan "Deep Suction Pump Dreger" (DSPD); 

k.	 Kapal hisap bermuatan pasir sesudah merapat ditempat 
penimbunan, dilakukan pengenceran ke dalam hopper yang 
berisi pasir diisi dengan air, kemudian dengan bantuan 
pompa pasir tersebut dikeluarkan ke tempat penimbunan 
yang te1ah ditentukan; 

1.	 Sumber energi yang dibutuhkan untuk kantor operasional di 
Tulang Bawang, Lampung berasal dari PLN Kabupaten 
Tulang Bawang dan Generator sebagai cadangan untuk 
mengantisipasi bila terjadi pemadaman listrik; 

m.	 Kegiatan operasional kantor tidak ada aktivitas yang 
berdampak negatif hanya untuk aktivitas MCK saja, 
sedangkan kebutuhan air bersih untuk Kapal Hisap Deep 
Suction Pump Dredger sekitar 7,5 (tujuh koma lima) 
m3/hari/kapal dan akan disuplai dari stasiun penyediaan 
air yang berada di wilayah Jakarta; 
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KETIGA 

KEEMPAT 

.' 

n. Koordinasi dilakukan dengan dinas-dinas terkait untuk 
menunjang kegiatan penambangan pasir laut di perairan 
laut timur Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung; 

o. Kegiatan penyelidikan umum berupa eksplorasi untuk 
mengetahui potensi pasir laut yang akan ditambang pada 
saat AMDAL ini disusun telah selesai dilaksanakan. 

p. Struktur organisasi yang disusun dibuat sesederhana 
mungkin, tetapi dapat melaksanakan dan menyelesaikan 
tugas dari semua jenis kegiatan yang diperlukan; 

q. Untuk menunjang kelancaran penambangan pasir laut 
PUSKONELI Provinsi Lampung, maka lokasi kantor 
operasional dipilih yang strategis yaitu di Kecamatan Dente 
Teladas dengan alasan agar mobilitas kerja menjadi efisien 
serta koordinasi dengan instansi terkait yang berada di 
Kabupaten Tulang Bawang lebih mudah dilakukan; 

r. Pemasangan rarnbu-rambu di lokasi penambangan 
dilakukan di setiap sudut areal layak tambang yang 
lokasinya ditentukan dengan menggunakan GPS; 

s. Hasil penambangan atau penghisapan pasir laut yang 
dilakukan pompa penghisap disalurkan dengan pipa untuk 
dikumpulkan dalam tongkang yang telah dipersiapkan 
Tongkang yang digunakan dalam penambangan pasir laut 
ini bertipe CP 4100/CP-2500. 

t. Pengangkutan pasir laut dari lokasi penambangan menuju 
tempat reklamasi dilakukan setelah kapal tongkang siap dan 
penuh dengan pasir; 

u. Selama masa praoperasional dan operasional, beberapa 
bahan-bahan sisa yang kemungkinan masih mengandung 
Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) seperti minyak pelumas 
bekas, gemuk (grease), glass wall, dan accu bekas, dll 
ditampung atau disimpang sementara; dan 

v. Kegiatan penambangan pasir laut PUSKONELI di perairan 
pantai timur Kabupaten Tulang Bawang, tidak ada kajian 
alternatif lokasi karena telah ditetapkan berdasarkan studi 
kelayakan dan Desain Engineering Detail. 

Penerima lzin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, 
dalam melaksanakan kegiatannya mengajukan izin 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, antara lain: 

a.	 izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan 
beracun; 

b.	 izin pembuangan limbah domestik; dan 

c.	 izin terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

Instansi pemberi izin sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga 
wajib memperhatikan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur 
dalam Izin Lingkungan sebagai pedoman dalam penerbitannya, 

" 
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KELIMA 

KEENAM 

KETUJUH 

KEDELAPAN 

KESEMBILAN 

Tembuean: 

Penerima Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, 
dalam melaksanakan kegiatannya wajib melakukan pengelolaan 
darnpak lingkungan dengan pendekatan teknologi, sosial 
ekonomi dan institusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Keputusan ini. 

Penerima Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, 
wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan 
apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau 
kegiatannya sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum 
dalarn Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 
tentang Izin Lingkungan. 

Penerima lzin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, 
wajib menyampaikan laporan setiap tahapan pelaksanaan 
kegiatan terkait dengan komponen fisik, kimia, biologi kepada 
Gubernur, Bupati Tulang Bawang serta non fisik, kimia, biologi 
kepada instansi terkait setiap 6 (enam) bulan sejak Keputusan 
ini ditetapkan serta menyediakan dana penjamin untuk 
pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

Masa beriaku izin linglrungan ini beriaku selama 1 (satu] tahun 
dan dapat diperpanjang kembali setelah Tim melihat bahwa 
lingkungan pada lokasi tersebut tetap terjaga dan telah 
dikembalikan sesuai dengan ketentuan. 

Keputusan ini mulai beriaku pada tanggal ditetapkan dengan 
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan 
dalarn Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana 
mestinya. 

Ditetapkan di Telukbetung 
pada tanggal ;)/ ~ !7- 20 14 

GUBE ~PUNIG, 

J 

1. Menter! Lingkungan Hidup di Jakarta; 
2. Menter! Kelautan dan Perikanan di Jakarta; 
3. Menter! Energi dan Sumberdaya Mineral di Jakarta; 
4. Bupati Tulangbawang di Menggala; 
5. Kepala Biro Hulrum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung; 
6. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung di Telukbetung. 

Research
Rectangle
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LAMPlRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR : G/ 149'/II.04/HK/2014 
TANGGAL: .Ill -r- 2014 

A.	 TABEL RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (RKL) PENAMBANGAN PASIR LAUT DI KECAMATAN DENTE TELADAS, 
KABUPATEN TULANG BAWANG, PROVINSI LAMPUNG 

IDatItui Pe ....1oIaaa. Llqlm.apa RidapbuUJao_ 
Period.Dampak IDaberhuil1all Loa.r p.....1oIaaa.....tu.Il Pe.eloIaaD.Bumber Damp.k PeaplalaaaIf. ~ pea••~ LID&~ lIIdap IJDcInme- lIloIap

PD8 dlkelola ~B1""p ............ bldap
 Po.......
 '.laporaa -
Dampak _ ..... Y_ dlblola IBul1Afthaa Po...010.......... AllDALI
 

TAIlAP PRA.OPBRASI
 

Komponen. Fisik-Kimia (Tidak ada dampak yang pertu dikelola)
 

Komponen BioIogi (Tidak ada dampak yang perlu dikelola)
 

Ito.polloa Sa••kbu.d
 

TidBk munculnya Melakukan eoeialieaai Di pemukiman ne.yanSosialisasi dan perekrutan tenaga Selama masa PUSKONEU I. Badan 1. BPLHD ProvinsiI. Pereepsi 
pereepei negatif tenteng rencana kegiatan terdekat dengan lokaBi tahap operasimasyerakat kerja Pengelolaan Lampung, dan 
m88yara.kBt kepada masyarakat penembengen pasir Tulang Beweng,Lingkungan 
terhadap kegiatan teru.ta.ma. nelayan di aekitar Hidup 2. Badan Pengelolaan
Peaembangan lokasi. Kabupaten Lingkungen Hidup

Tulangpa'" Penyampaian informaai Ka bupa ten Tula ng
Bewang,yang jefae dan akurat Bawang 

tentang jumlah dan 2. BPLHD 3. Dinas Perikanan
kualifikaai tenaga keIja Provinei Kabupaten Tutang
yang eeeuet dengan Lempung, Bawang,
kebutuhan perueahaan 

TAIlAP OPERASI 

Kompoaea Fl.lk~ldml. 

Penambangan Paeir dan overflow Kualitas air Iaut I. Dipasang turbidity curtainI. Kualitas air 
tidak meLebihiTSHD di hilir lokasiIaut 
Baku mutu penambengan eeerah , 
pereiren laut erue laut eaat kegiatari 
menurut Kepmen 2. Penambangan hanya pada 
ill No. 51 Tahun deeer laut yang lapiean 
2004 dan Kepmen non pasimya kurang dari 
LH No. 115 Tahun 2m 

Lokaei pengelolaan 
lingkungan adalah 
disekitar tapak proyek 

Selama waktu 
kegiatan 
koqstruksi 
berlangsung 

PUSKONEU I. Badan 
Pengelo1aan 
Lingkungan 
Hidup (BPLHI 
Kabupaten 
Tulang Bawang 

2. Badan 
Pemzelolaan 

I. BPLHD Propinsi 
Lampung 

2. BPLH Kabupaten 
Tulang Baweng 

3. Dinas Kelautan dan 
Pertk-enen 
Kabupaten Tulang 
Bawene. 

(
 

http:Po...010
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1(0 

Dam.._ 

LlDI_ 
J'UlC dJlr:elola 

8umNr Dampak 

1n.4tkator 
keberh.ul1aa 
peaaelo.IIIaD 

lIA8_hldap 

2003 

2. Lalu lintaa 
laut 

Pengangkutan peair laut Tidak terjadi 
gangguan 
pelayamn di 
sekitar lokee! 
kegiatan 

3 Biota Iaut Pens.mbangan Paeir Kemelimpahan 
dan indek 
diveraitae 
(Keregamen jenia 
plankton dan 
benthos) tidak 
menurun 

B&DtDk Pe:aceloJaaa. 
L...._Rldqp 

3.	 Pembuangan overflow di 
lokasi eteu menggune.kan 
terknik choked overflow 

. Mengajukan permohonan 
eurat rekom:endaai ke 
Depertemen Perhubungan, 
Direktorat denderal 
Perbubungan Lau~ Kanto, 
Administrator Pelabuhan 
tentang rencana kegiatan. 

. Pemasang tandajrambu 
navigasi peIayanm. Pada 
68.8t pelaksenesn kegiatan 
penambangan paelr, 

mencegah terjadinya 
peningkatan aedrmentae; 
dan perubahan kualitas air 
taut yang beraumber dari 
penambangan peeir. 

• 

Ia.Utual PenceloJaaa IJ.a.akwIp.D Rldll' 
Period_

Lokul Pel1plol.aaD PenploJaan
L~lUclup LiDlka:ap.D. Rldllp .............
 Peqa... PelaponG 

Lingkungan 
Hidup Daerah 
Propinai 
Lampung 

3.	 Dinse Kelautan 
dan PerikanatL 
Kabupaten 
1'u14n8 Beweng 
dan Prcpinei 
Lampung. 

1. BPLHD Propinsi 
Iingkungan di area 

PUSKONELI 1.	 BadanSelama waktuLokaei pengelolaan 
Lampung 

dredgmg 
Peegelotaenkegiatan 

2. BPUf Kab\lpaterl 
berlangaUDg 

Lingkungankonstn.l.1Psi 
Tulang Beweng 

Kabupaten 
Hidup (BPLHI 

3. Dinss Kelautan dan 
Tulang Beweng Peri-kanan 

Kabupaten Tulang 
Pengelotean 

2.	 Baden 
Bawang 

Lingkungan 
Hidup Deereh 
Propinei 
Lampung 

3.	 Dinas 
Perbubungen 
Kabupaten 
Tulang Baweng 
dan Propinsi 
Lampung. 

1. BPLHD Propinsi 
lingkunpn adalah 

I.	 BadanPUSKONELlLokasi pengelolaan Se1a.ma waktu 
Pengelcleen Lampung 

disekitar tepek proyek 
kegiaten 

2. BPLH Kabupaten 
berlangsung. 

Lingkungankcnetruksi 
Hidup (BPLHj Tuleng Bawang 
Kabupaten 3. Dines Kelautan dan 
Tulang Bawang Peri-kanan 

Kabupaten Tulang 
Pengelolaan 

2.	 Bedan 
Bawang 

Lingkungan 
Hidup Daerah 
Propinsi 
Lampung 

3.	 Dinas Keteuten 
dan Perikanan 
Kebupaten 
Tolang Bawang 
dan Propinsi 
Lampung. 
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fto 
IlunpaklJDc_ 

JRIlC dlblola 
Bamber Dampak 

buUb.toJ' 
bberhuUan ............... 

Une"""p" hid.llp 

.utuJr: Peq.JolaaD 
~Hld .... 

I.olaud Pea.ae1olaan 
J IncJmapn Bkhap 

Period. 
Pea....101u.D 

LlDiInaapD. Bldup 

IDatIt.... PeDleJoJ.-aa. L!qku.a.,pa. BJd... p 

Po!aboDe Po...... Pelaporaa 

4 Biota pantai Penambangan Pam Kemelimpahan 
dan indek 
divereitee 
mangrove tidak 
menurun 

mencegah terjadinya 
peningkatan eedimentaei 
dan perubahan kualitaa air 
laut eerte pola arab dan 
besaran gelombang yang 
bersumber dari 
penambangan pasir. 

Lokaai pengelolaan 
lingkungan adalah 
diBekitar tapak proyek 

Selama waktu 
kegiatan 
konat:rukBi 
berlangaung. 

PUSKONElJ 1. Badan 
Pengelolaan 
Lingkungan 
Hidup (BPLHj 
Kabupaten 
Tulang Beweng 

2. Badan 
Pengelolaan 
Lingkungan 
Hidup Daerah 
Propinsi 
Lampung 

3. Dinaa Kelautan 
dan Perikanan 
Kabupaten 
Tulang Beweng 
dan Propinai 
Lampung. 

1. BPLHD Propinsi 
Lampung 

2. BPLH Kabupaten 
Tulang Bawang 

3. Dinss Kelautan dan 
Peri-kanan 
Kabupaten Tulang 
Sawang 

5 Pendapatan 
Penduduk 

Penambangan pasir laut dan 
penghentian kegiatan 
penambangan 

Tidak munculnya 
persepei neptif 
masyarelc:at 
terhadap 
perueaheen. 

1. Membina lembaga ekonomi 
mikro dan Kelompok 
Ueehe Bereame (KUBj 

1:>. Molakaanakan CSR 
(Cooperate Social 
Respos;m/ityj kepada 
masyarakat. 

Kecamatan Dente 
Teladas. 

Selama kegiatan 
penambangan 

PUSKONElJ 1. Badan 
Pengelolaan 
Lingkungan 
Hidup 18PLHI 
Kabupaten 
Tulang Bawang 

2. Badan 
Pengelolaan 
Lingkungan 
Hidup Daerah 
Propinsi 
Lampung 

3. Dina8 Kelautan 
dan Perikanan 
Kabupaten 
Tulang Bawang 
dan Propinsi 
Lampung. 

1. BPLHD Propinsi 
Lampung 

2. BPLH Ksbupaten 
Tulang Bawang 

3. Dinas Kelautan dan 
Peri-kananb 
Kabupaten 'ruteng 
Bawang 

6 Kereoahan 
Masyarakat 

• 

Kegiatan penambangan 

, 

1. TIdak. terdapat 
keluhan ma­
syarakat 
kepada epant 
kelurahan, 
kecamatan 

2. TIdak terdapat 
'rulieen­
tuliean di 
media meeee 
tentane 

Pengelolaan terhadap 
kegiatan yang menyebabkan 
penurunan kuaitas air yaitu: 
4. Dipasang turbidity curtain 

di hi1ir lokaai 
penambangan eearah 
erue Iaut saat kegiatan 

s. Penambe.ngan hanya pads 
dasar Iaut yang lapisan 
non peeimya kurang dati 
2m 

Kecamatan Dente 
Teladas. 

Selama kegiatan 
konstruksi 
berlangsung. 

PUSKONELI 1. Badan 
Pengelolaan 
Lingkungan 
Hidup (8PLH) 
Kabupaten 
Tulang Bawang 

2. Baden 
Pengelolaan 
Lingkungan 
Hidup Daerah 
Proninsi 

1. BPLHD Propinsi 
Lampung 

2. BPLH Ksbupaten 
Tulang Bawang 

3. Dmaa Kelautan dan 
Peri-kanan 
KaQupaten Tulang 
Bawang 
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I::adlblor 
nom.... bberhullaD

Bo ......kuDpa Sumbet DampaJr: 
peq:elolaaa

7""C 41b1o.. IIqINapD b14up 

keJuhan 
adanya 
kegiatan 
penambangan 
paair [aut 

3. Tidak terjadi 
unjuk rasa 
maayarakat 
kepada aparat 
atau 
oemrekeree 

TAJIAP PAllCAOPBRAIII 

Kompo...a BoMldtd 

1 Pendapatan Penghentian kegiatan Tidak muncul 
Penduduk: penambangan pereepei negatif 

meeyarekat 
terhadap 
peru88.haan 

2 Persepei Penghentian kegiatan Tidal< muncul 
Meeyerekat penem1::angan persepsi negatif 

meeyerakat 
terhadap 
perusahaan 

, 

Bentuk Peagelolaan
 
L"'CkuDpa Hldup
 

6. Pembuangan overflow eli 
lobsi eteu menggunakan 
terJmik choMd ouerfluw 

3. Membina lembaga ekonomi 
mikro dan Kelompok 
Uaaha Beraama (KUBI 

4. MelakllUlaka.n CSR 
(Cool"""'" Social 
ResposibilifJIJ kepada 
msayarakat. 

Memfasilitasi masyarakat 
de .. untuk memba.ngun 
Lembaga Keuangan Mikro 
Perdeaaan untuk 
mendukung kegistan useba 
meeyereket dengan 
memanfeat-kan dana 
program CSR yang akan 
dieelenggarekan dan 
dikembang-kan oleh 
Puskoneli. Program 
tersebut diarahkan agar 
dana CSR sifatnya eebegai 
dana bergulir bagi 

Lo..... Pe....1oJaaa. 
......INapDW4up 

........ 
.......loIoan 

LiD.gJnulpa BI.<ilap 

hwtltul Pencelolaaa. Uqlmnp.a Hl4u, 

PoIoboDa PIlI...... Po .......... 

Lampung 
3. Dinas Kelautan 

dan Perikanan 
Kabupaten 
Tulang Bawang 
dan Propinsi 
Lampung. 

Kecametan Dente Menjelang PUSKONELI 1. Badan 
Teladae. penghentian 

kegiatan 
penambangnan 

Pengelolaan 
Lingkungan 
Hidup (BPLHj 
Kabupaten 
Tule.ng Bawang 

2. Harlan 
Pengelolaan 
Lingkungan 
Hidup Daerah 
Propinat 
Lampung 

3. Dinas Kelautan 
dan .Periluman 
Kabupsten 
Tulang Bawsng 
dan Propinsi 
Lampung. 

Keca.matan Dente Selama kegiatan PUSKONELI 1. Baden 
Teladas penambangan 

peelr. 

• 

Pengelolaan 
Lingkungan 
Hidup {BPLHI 
Kabupaten 
Tulang Bawang 

2. Badan 
Pengelolaan 
Lingkunpn 
Hidup Dserah 
Propinsi 
Lampung 

3. Dinae Kelautan 
dan l'erikanan 

1.	 BPLHD Propinai
 
Lampung
 

2. BPLH Kabupaten
 
TuJang Bawang
 

3.	 Dinss Kelautan dan 
Perikanan 
Kabupaten Tulang 
Bawang 

1.	 BPLHD Propinsi 
Lampung 

2.	 BPLH Kabupaten 
Tulang Bawang 

3.	 Dinae Kelautan dan 
Perikanan 
Kabupaten Tulang 
Bawaog 
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Operator kapel 
dan operator 
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1. Badan 
pengelotean 
Linglrungan 
Hidup (SPLHJ 
Kabupaten 
Tulang Bawang 

2. Badan 
Pengelolaan 
Lingkungan 
Hidup Daerah 
Proplnei 
Lampung 

3. Dinaa Kelautan 
dan Perikanan 
Kabupaten 
Tulang Beweng 
dan Propinai 
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Lampung 

2. BPLH Kabupaten 
Tulang Bawang 
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B.	 TABEL RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (RPL) PENAMBANGAN PASIR PASIR LAUT DI KECAMATAN DENTE TELADAS, 
KABUPATEN TULANG BAWANG, PROVINSI LAMPUNG 

Reneau PemantauaD L Hldue"" di Pantan 

lIetode Lobsl PemsntaUIUI8umbu Dampak Peupmpnlau .... LiDllnlDpu H1dup
ADalIsil Data 

Survey dan pengukuran Kecematan Dente Tela.dae 
perekruten tenega 
Sosialise.si dan 

lAngsung. 
kerja
 

Analiaie data dilakukan
 
eecera desk:riptif
 

Lokaai penambangan 
dan overflow TSHD 
Penambangan Pasir Survey dan pengambilan 

pam,sampel air. 

Analisis data Mengacu 
pede Kepmen LH no 51 
Tahun 200<1 peruntukan 
pera.inln pelabuhan 

Lokasi,penaxnbangan 
laut 

Plankton dan BenthosPengangkutan pasir 
peatr, 

sampling, sampling 
plankton dengan 
menggunakan plankton 
net, sedangkan eempttng 
benthos dengan Ekman 
Grap. 
Analisis di laboratorium 
dan diskriptif mengacu 

dengan metode 

• pede indeks divereitae •plankton beniasarkan 
Mason, 1993, dan 
benthos beniasarkan 
Sastrawiiava 2000 

Dam18kL ..... 
Jeuis 

Dampak 

NO 

In_tor
Pentlq IParameterYaq
 
Tlmbul
 

TAHAP PRA OPERASI 

Persepsi negatif 
meeyerakat 
Pereepei 

meeyareket 

TAHAP OPERASI 

Kualitae air Kualitas air laut 
laut. 

2. 
tide.k meLebihi 
Baku mutu 
perairan laut 
menurut Kepmen 
LH No. 51 Tahun 
2004 dan 
Kepmen LH No. 
11 5 Tahun 2003 

Biota taut Tidak terjadi3. 
gangguan 
pelayaran di 
sekitar lokasi 
kegiatan 

Instltuoi Pemauta...... L Hldue 

FrekueDSI 
Pemantaua Peup...PelabaDS PelaporouLinpunpu
 

H1dup
 

PUSKONEU. I.	 Badan Pengelo-Setiap 3 bulan aekali 1.BPLHD Propinsi 
stall 4 kali dalam laan Lingkungan Lampung 

Hidup (8PLH)88.00 tahun 2.BPLH Kabupaten 
Kabupaten TuJang Tulangg Bawang 
Bawang

f2	 Baden Pengelc­
teen Lingkungan 
Hidup Daerah 
Prcpinei Lampung 

I.	 Badan Penge-Setiap 3 bulan aekali PUSKONELI l.BPLHD Propinet 
etau 4 kali dalam Lampung 
eatu tahun 

lolaan Lingkungan 
Hidup (BPLH) 2.BPLH Kabupsten 
Kabupaten Tulang Tulang Bawang 
Bawang 

f2	 Badan Pengelole­
an Lingkungan 
Hidup Daerah 
Propinsi Lampung 

Setiap 3 bulan sekali PUSKONELI I.	 Badan Pengelc- l.BPLHD Prcpinel 
eteu <I kali delam laan Lingkungan Lampung 
satu tahun Hidup (BPLH) 2.BPLH Kabupaten 

Kabupaten Tulang Tulang Sawang 
Bawang 
Baden Pengelc­
laan Lingkungan 
Hidup Daerab 
Propinei Lampung 

http:Tela.dae


NO 
Jenla 

Dampalr. 
Pentlng 

Yang 
Timbul 

4. Biota Pantai 

5. Lalu Iintae laut 

6. Pendapatan 

7. Keresahan 
MafJ)'arakat 

• 

Damlalr.L an v..", dl Pantau 

Indlkator 
/Parameter 

Kemelimpahan 
danindek 
diveraitas 
(Keragaman jenis 
plankton dan 
benthos) tidak 
menurun 

Kemelimpahan 
dan indek 
diversitas 
mangrove tidak 
menurun 

Tidal< munculnya 
persepsi negatif 
masyarekat 
terhadap 
perusahaan. 

4.	 Ttdak terdapat 
keluben rna­
syaraket 
kepada aparat 
kelurahan, 
kecamatan 

5.	 Tidak terdapat 
Tulisan­
tulisan di 
media masse 
ten tang 
keluhan 
adanya 
kegiatan 
penambangan 
paay laut 

6.	 Tidak ter-;adi 

Reneau Pemantauan L 

lIetode 
8umber Dampak PengumpuiaD dan 

ADall... Data 

Penambangan Pasir Rapid eeeeement 

Membandingkan kondisi 
hutan mengrcve setelah 
ada keg:iatan berjalan 
d.anga..n kondisi huten 
mangrove eebelum ada 
kegiatan. 

Penambangan Paair Survey eteu obeerveei 
eecara langsung dan 
mencatat adanya 
gangguan pelayan 

Analiaia data aecara 
deskrifitif, 

Penambangan pam 
laut dan penghentian 
kegtaten 
pcnambangan 

Survey tepengan, 
wawencere langsung 
dengan reaponden yang 
diembil eecera purpos.i.f. 

Analiais deskriptif, yaitu 
dengan menafeukan 
haail-haaiJ perhitungan 
yang telah ditabulaai 
(tabulasi silang maupun 
tabel frekuensit 

Kegiatan 
penambangan 

Survey lapangan, 
wewancera langsung 
dengan responden yang 
diambil eecera purposive 

Analisia deskriptif, yaitu 
dengan menafsirkan 
haeil-hasil perhitungan 
yang telah ditabu.laai 
(tabulasi silang maupun 
tabel frekuensi). 
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an	 Hldull 

Lobal PemaDtaWlD
 
Llng1mnl'''' Hklup
 

Pantai disekitar lokasi 
penembengen peeir, 

Di Perairan yang 
merupakan cakupan 
kegiatan (wilayah studi) 

Kecametan Dente Teladas 

Kecamatan Dente Teladas 

Instttusl Pemantauan L an H1dull 

Frelmezwl
 
Pem&ntauan
 PeDgll....Pel.olr.sana PelaporanLlnglr.nngan
 

Hldup
 

Seeiep 3 bulan eekali PUSKONEU l. Baden Pengelol- l.BPLHD Propinai 
a tau -4 kaIi daJam san Lingkungan Lampung
 
eetu tehun
 Hidup (BPLH) 2.8PLH Kabupaten 

Kabupaten Tulang Tulang Beweug 
Bawang 

~.	 Badan Pengelol­
san Lingkungan 
Hidup Daerah 
Propinei Lampung 

Seuap 3 bulan eekali PUSKONEU 1. Badan Pengelo- l.BPLHD Propinsi 
atau 4 kali dalam laan Lingkungan Lampung 
eetu tahun Hidup (BPLH) 2.BPLH Kabupaten 

Kabupaten Tulang Tulang Bawang 
Bawang 

2. Badan Pengelo­
teen Lingkungan 
Hidup Daerah 
Propinsi Lampung 

Setiap 3 bulan aekali PUSKONELI 1. Badan PengeJo­ 1. BPLHD Propinsi 
atau 4 kali dejem laan Lingkungan Lampllng 
eetu tahun Hidup (BPLHj 2. BPLH Kabupaten 

Kabupaten Tulang Tulang Sawang 
Bawang 
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laan Lingkungan 
Hidup Daerah 
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2. Badan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup 
Daerab Propinei 
Lampung 

~ 
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LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR : G/ tfqlj /II.04/HK/20l4 
TANGGAL: c:<1 - {" - 2014 

PENDEKATAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN KEGIATAN RENCANA KEGlATAN
 
PENAMBANGAN PASIR LAUT DI KECAMATAN DENTE TELADAS
 

KABUPATEN TULANGBAWANG PROVINSI LAMPUNG
 
OLEH PUSAT KOPERASI NELAYAN INDONESIA
 

A.	 PENDEKATAN TEKNOWGI: 

I.	 Pekerjaan operasi penambangan pasir laut harus memperhatikan 
lokasi tambang dengan memperhatikan zona-zona yang ada antara lain 
zona keselamatan (Zafety zone), zona TSS (Trafftcseparation Scheme), 
zona STS (Ship to ship transfer, dan zona tempat labuh jangkar 
(anchorage area), zona kabel laut, zona pipa instalasi bawah air, zona 
pengeboran lepas pantai (Off shore drilling), zona pengambilan barang­
barang berharga, zona keamanan sarana bantu navigasi (SBNP), 
maupun zona-zona lainnya yang diatur oleh ketentuan Internasional 
(termasuk oleh IMO) maupun instalasi Pemerintah terkait. (misalnya 
Convention on Regulation for Preventing Collition at Sea 1972; serta 
London Convention 1972); 

2.	 Untuk mengurangi dampak peningkatan TSS berupa tubidity current ke 
zona perikanan, maka digunakan turbidity curtain pada hilir lokasi 
penambangan sesuai arah arus dominan pada lokasi dan waktu 
penambangan. 

3.	 Untuk mengurangi dampak peningkatan TSS berupa tubidity current 
yang diakibatkan oleh overflow dari hopper dredger, maka dilakukan 
'Salah	 satu diantara teknik overflow di lokasi penambangan yang 
dilengkapi turbidity curtain atau menggunakan teknik overflow 
selama perjalanan dengan melakukanr mengaplikasikan teknik 
chocked overflow. 

4.	 Penggunaan peralatan keselamatan pada lokasi penambangan selama 
operasi termasuk pemasangan pelampung penanda lokasi. 

5.	 Tidak menggunakan TBT pada hopper dredger sebagai pelapis anti 
fouling. 

6.	 Tidak melakukan penambangarr/pengerukan pada dasar laut yang 
berupa material selain pasir dengan kedalaman material non-pasir 
lebih dari 2 meter untuk menghindari sumber peningkatan TSS. 

7.	 Melakukan penjadwalan siklus pengerukan dengan menyesuaikan 
siklus arus Iaut serta siklus biota di sekitar lokasi. 

B.	 PENDEKATAN SOSIAL EKONOMI: 

I.	 Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (nelayan) di sekitar 
lokasi yang terkena langsung dari dampak penambanganjpengerukan 
pasir laut, akan dilakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui 
program Corporate Social Responsibility (CSR) dan Program Community 
Development (Pembinaan masyarakat). 
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8.	 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 
Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha danjatau 
Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak 
Lingkungan Hidup; 

9.	 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Analisis 
Mengenai Dampak Lingkungan Hidup; 

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis 
Daerah Provinsi Lampung. 

MEMUTUSKA1'f: 

Menetapkan	 KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG IZIN LINGKUNGAN 
RENCANA KEGIATAN PENAMBANGAN PASIR LAUT DI 
KECAMATAN DENTE TELAPAS KABUPATEN 
TULANGBAWANG PROVINSI LAMPUNG OLEH PUSAT 
KOPERASI NELAYAN INDONESIA. 

KESATU. Memberikan izin lingkungan kepada: 
a.	 Nama Perusahaan Pusat Koperasi Nelayan 

Indonesia (PUSKONELI) Provinsi 
Lampung. 

b.	 Jenis Usaha Penambangan Pasir Laut 
danjatau kegiatan 

c.	 Penanggung Jawab Th. Zainal Abidin, S.A. 
d.	 Alamat Kantor JI. RE martadinata, KOMP PPP 

Lempasing Kota Bandar 
Lampung 

e.	 Lokasi Kegiatan Kecamatan Dente Te1adas 
Kabupaten Tulang Bawang 
Provinsi Lampung 

KEDUA Ruang lingkup kegiatan meliputi: 

a.	 Lokasi rencana kegiatan penambangan pasir laut di 
Kecamatan Dente Teladas bukan merupakan lokasi aktivitas 
kegiatan nelayan tradisional. Adapun jarak Iokasi kegiatan 
terhadap pantai terdekat adalah lebih dari 4 (empat) millaut 
6,129(enam koma duabe1as) km dengan kedalaman lebih 
dari 10 (sepuluh) meter; 

b.	 Luas tapak rencana kegiatan penambangan pasir laut di 
wilayah perairan laut sebelah timur Kecamatan Dente 
Te1adas Kabupaten Tulang Bawang yang akan dilakukan 
oleh PUSKONELI Provinsi Lampung yaitu 997 (sembilan 
ratus tujuh puluh tujuh) ha; 

; 

III., 
) 
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2.	 Bekerjasama dengan pemerintah desa dalam memberikan infonnasi 
tentang lowongan kerja serta kualifikasi kualifikasi yang dibutuhkan, 

3.	 Untuk meningkatkan dampak positif terbukanya kesempatan kerja bagi 
masyarakat lokal akan diprioritaskan pemanfaatan tenaga lokal selama 
dapat memenuhi kualifikasi yang diperlukan. 

C.	 PENDEKATAN INSTITUSl: 

1.	 Pendekatan ini adalah mekanisme kelembagaan yang akan ditempuh 
pemrakarsa dalam rangka menanggulangi dampak penting lingkungan 
hidup. Pelaporan hasil pengelolaan lingkungan hidup secara berkala 
kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 

2.	 Mengingat belum ditetapkanya zonasi perairan oleh Kabupaten Tulang 
Bawang di lokasi penambangan, maka diperlukan penetapan oleh 
Direktorat Perhubungan Laut yang berkoordinasi dengan Pemerintah 
Daerah. Progres penambangan akan dilaporkan dengan mencantumkan 
volume, sistem kerja dan jangka waktu pelaksanaan secara jelas, 
sedang lokasinya ditetapkan dalam bentuk koordinat geografis agar 
dapat diinformasikan melalui Berita Maritim untuk dikomunikasikan 
oleh instansi yang berwenang dan ke semua pihak terkait, 

3.	 "Untuk menunjang kelancaran kegiatan transportasi TSHO dari dan ke 
lokasi penambangan dengan aman, maka akan dilakukan pendekatan 
kelembagaan/koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan 
kewenangan masing-masing. 

4.	 Untuk merealisasikan pengelolaan lingkungan yang telah direncanakan 
PUSKONELl akan membentuk unit kerja Keselamatan, Kesehatan 
Kerja dan Lindungan Lingkungan (K3LL) yang merupakan unit 
pemantau lingkungan dan mekanisme kerjanya berada 
pengoperasiannya berada di bawah kepala proyek. Organisasij'unit ini 
nantinya akan menjalin kerjasama dengan instansi-instansi lainnya 
terutama yang berkaitan dengan aspek lingkungan, balk dengan 
Pemerintah Propinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Tulang 
Bawang, atau Organisasi Kemasyarakatan lainnya. Diharapkan dengan 
metode pendekatan ini, pengelolaan lingkungan dapat terlaksana 
dengan baik dan tujuan pembangunan berwawasan lingkungan dapat 
tercapai. 

GUBERInlIil 
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